BAB IV
ANALISISTERHADAP AKTA NIKAH SEBAGAI BUKTI PERKAWINAN

DALAM KONSEP MASLAHAH

A. Analisisterhadap Status Akta Nikah Menurut Hukum Islam

Perkawinan merupakan salah satu perikatan yanly tiyari’atkan
dalam Islam. Hal ini dilaksanakan untuk memenuhiinpgh Allah agar
manusia tidak terjerumus ke dalam perzinaan. Penlgemadalah akad yang
sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan médaknoya merupakan
ibadah. Perkawinan bertujuan untuk membentuk aewujudkan kehidupan
rumah tangga yangakinahmawaddahdanrahmah Perkawinan adalah sah
apabila dilakukan menurut hukum Islam dan sesuaga® undang-undang
perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam.

Pada mulanya syari'at Islam baik dalam al-Quramn alasunah tidak
mengatur secara kongkret tentang adanya pencatatikawinan. Ini berbeda
dengan ayatmu’amalat (mudayanah yang dalam situasi tertentu di
perintahkan untuk mencatatnya. Tuntutan perkembarg@man, dengan
berbagai pertimbangan kemaslahatan, hukum Islam Intlonesia
mengaturnyd.

Hukum Islam yang diyakini sebagai institusi yardpk bisa diubah
karena berasal dari otoritas teks yang sakral, a&&pi dalam realitasnya

perbenturan dengan tradisi hukum yang hidup dalstusmasyarakat tidak

! Ahmad, RofigHukum Islam di Indonesi Jakarta: PT Raja Grafindo, 1998. HIm. 107
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bisa dikesampingkan begitu saja, sebagai salah lsatum keagamaan,
hukum Islam juga mempunyai tradisinya sendiri yaitntuk menangkap
kualitas kesakralan namun bersifat lokal.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkatertiean
perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatyaupyang diatur
melalui perundang-undangan, untuk melindungi mattattan kesucian
(mitsaq al-galid perkawinan, dan lebih khusus lagi perempuan dalam
kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawiyang dibuktikan
dengan Akta Nikah, yang masing-masing suami-istesndapat salinannya,
apabila terjadi perselisihan atau percekcokkanntiira mereka, atau salah
satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain deyeékukan upaya hukum
guna mempertahankan atau memperoleh hak-hak memsiemg. Karena
dengan akta tersebut, suami isteri memiliki bukintik atas perbuatan
hukum yang telah mereka lakukan.

Sekalipun pencatatan perkawinan dan akta perkawittapenting
akan tetapi pada awalnya hukum Islam tidak mengadahya pencatatan
perkawinan secara kongkret. Dari unsur-unsur daarasyperkawinan
menurut hukum Islam seperti sudah disebutkan, tid&@ebut adanya
pencatatan perkawinan sebagai rukun atau syarkawiean. Pada zaman
Nabi dan sahabat tidak ada istilah pencatatan yartka dan kepada para
pihak diberikan akta nikah. Perkawinan dipandany s@abila sudah

memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.

2 Ibid, him. 108.
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Seiring dengan berjalannya waktu secara otomatisnleculan
problem-problem baru yang harus segera dicarikalusischukumnya.
Pergeseran dari budaya lisan kepada budaya basgdnly merupakan salah
satu ciri dari masyarakat modern. Hal tersebut naamabimplikasi bahwa
peristiwa-peristiva penting didokumentasikan dalbemtuk tertulis (akta)
sekaligus dijadikannya akta sebagai bukti otefikandingkan dengan saksi
hidup, bukti tertulis (akta) bisa lebih abadi. K@iddemikian menuntut
bahwa dalam perkawinan harus dilakukan pembaharaatara lain
perkawinan dicatat dalam dokumen resmi dan sebagii telah terjadi
perkawinan kepada para pihak yang melangsungkatayeran diberikan
kutipan dalam bentuk akta nikah.

Suatu pernikahan sah menurut hukum Islam apabilahsmemenuhi
rukun dan syarat pernikahan. Walaupun kelima rudtan syarat tersebut
sudah dianggap cukup, namun agar kekuatan nikah ilikielkekuatan
hukum, hendaknya disaksikan pula oleh Pegawai Pand&ah dari Kantor
Urusan Agama setempat. Disamping mereka menyakgikastiwva hukum
yang berupa prosesi pernikahan, kemudian PegawaicaR¢ Nikah
mencatatnya.

Akta nikah merupakan salah satu jaminan hukum yaerglimensi
sosial, akta nikah merupakan konsekuensi logis sisiém pemilikan dalam
Islam. Dengan adanya akta nikah maka kesenjanganada antara si suami

dan si istri dapat terkurangi, sehingga terciptatega saling memiliki.

¥ Muhammad BagirFigh Praktis I, Bandung: Mizan Media Utama, 2008, him.72
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Selain itu akta nikah merupakan perbuatan hukung yamah lama
melembaga dan banyak dipraktekkan di Indonesians®ini praktek nikah
sirri yang telah dipraktekkan hanya berpedoman phitib-kitab figih
tradisional yang disusun beberapa abad yang l&h,larena itu dibutuhkan
peraturan-peraturan tentang perkawifan.

Sejalan dengan persoalan itu, pemerintah mengambdakan yang
dinilai cukup tepat dengan mengambil langkah ké&bgaaan untuk
menertibkan, mengamankan dan menjaga kesucianvpeda yaitu dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 2 @yat*Suatu
perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan mentuktim masing-masing
agamanya dan kepercayaannya itu”. “Tiap-tiap peirkan dicatat menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku”, (Pasayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974). Dengan demikian, perkaw harus
memenuhi ketentuan hukum Negara yang dimaksud, yakkawinan harus
dilakukan di depan pejabat berwenang yang ditunMknurut Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan yang tidakatdi tidak
mempunyai kekuatan hukum karena tidak memenuhnketa Pasal 2 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Secara teoritis akta tidak ada dalam syarat damnrukkah yang

ditetapkan dalam hukum Islam, akan tetapi kalaastickan pada landasan

4 zainuddin,Hukum Perdata Islam Di Indonesidakarta: Sinar Grafika, 2006, him. 27.
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penggiyasan dalam ayatudayanah(Al-Bagarah: 228) yang mengisyaratkan
adanya bukti otentik sangat diperlukan untuk memjegpastian hukur.

Pada masa Rasulullah Saw. tidak dijelaskan tatamamdaftaran akta
nikah secara rinci. Secara teoritis akta tidak ssuk syarat dan rukun nikah
dalam hukum Islam, dengan bukti tidak ada satupash baik dalam al-
Quran maupun sunnah yang memerintahkan pencatatiawinan, maka
bagaimana mungkin kita menempatkan pencatatan etlagai sebuah
keharusan sementara tidak satumesh yang memerintahkannya. Oleh
karena itu adanya pencatatan merupakan sesuatubgakgiamun sifatnya
hanyalah administratif dan tidak lebih dari itu.

Secara eksplisit memang tidak satumash baik al-Quran maupun
hadis yang menyatakan keharusan adanya pencatataawinan. Akan
tetapi dalam kondisi seperti sekarang ini, penaatgerkawinan merupakan
sebuah kemestian, karena banyak sekatiharatyang akan ditimbulkan jika
tidak dilakukan pencatatan. Akan tetapi kalau bsadean landasan yang
digiyasan dalam ayanudayanah(Al-Baqgarah: 228) yang mengisyaratkan
adanya bukti otentik sangat diperlukan untuk memjagpastian hukum.
Dalam masalah urusanmu’amalah ada tuntutan Al-Quran yang
menganjurkan untuk menulis dan disaksikan dua osakgi laki-laki. Sepert
yang telah dijelaskan dalam firman Allah surat Aefrah ayat 282 sebagai

berikut;

118.

® Ahmad Rofig,Hukum Islam di Indonesjalakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, him.
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kabarmu'amalah tidak

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendakka&mu
menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis darankamu
menuliskannya dengan benar. dan janganlah penutiggas
menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannyaarhekdaklah
ila menulis, dan hendaklah orang yang berhutangngagimlakkan
(apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia keréakepada Allah
Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpunipaida
hutangnya.

Kata tadayantum,yang dalam ayat tersebut diterjemahkan dengan

bermu’amalahterambil dari katadain. Kata ini memiliki banyak arti, tetapi

makna setiap kata selalu menggambarkan hubungam duna pihak, salah

satunya berkedudukan lebih tinggi daripada pihakgyiin. Kata ini antara

lain bermakna utang, pembalasan, ketaatan, dan aagdf@semuanya

menggambarkan hubungan timbal balik yang mestkaikan oleh dua orang

atau lebih, atau dengan kata lain bermu’amalah.

him. 49.

® Departemen Agama RAl- Qur'an dan Terjemahanny&emarang: Toha Putra, 2003,

" M. Quraish ShihabTafsir Al-Mishbah Jilid 1,Jakarta: Lentera Hati Cetakan 3, 2010, him.
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Kata faktubuuh terdiri fa danuktub yang merupakan bentdkil amar
yang berarti perintah untuk menulis. Dalam kaidahuliyyahfi'il amar atau
kata perintah identik dengan suatu kewajiban.

Ayat dalam makna umum itu berarti Islam menghendakisalah
pernikahan dengan tertulis atau memakai adminisseda saksi karena
masalah pernikahan juga termasuk masalah yang sdidair Allah Swit.
seperti yang telah dijelaskan dalam firman di aRedaksinya dengan tegas
menggambarkan bahwa pencatatan didahulukan daa kesbksian, yang
dalam perkawinan, menjadi salah satu rukun. padardga teks atau wahyu
tersebut diturunkan berkaitan dengan muamalah yar@it dengan harta
benda lebih spesifiknya pada masalah hutang piutang

Pencatatan perkawinan merupakan perbuatan hukum panting
karena akan menjadi bukti bila terjadi pengingkar@amtang adanya
perkawinan tersebut. Bila transaksi jual beli degaus dicatat dalam hukum
Islam, apalagi perkawinan yang akan banyak menikaloulhak dan
kewajiban, tentu memerlukan pencatatan pula.

Akta nikah merupakan suatu peristiwva hukum, akasmptesebagian
masyarakat belum mengetahui akan hal tersebutsdngat disayangkan
kebanyakan mereka masih kurang memahami mengamanadturan yang
telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai dasar kumtendapatkan

perlindungan hukum.

8 Abdul Hamid HakimMabadi AwwaliyyahJakarta: Sa’adiyah Putra, t.th, him. 8
° As'ad Yasin,Al-quran Terjemah Tafsir fi Zhilalil-Quran di BawaKaungan Al-Quran
Jakarta: Gema Insani, 2006, him.391.
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Mengingat begitu pentingnya akta nikah yang terjddikalangan
umat Islam maka pemerintah telah berusaha untukgameankan dan
memberikan kekuatan hukum, agar tujuan dan mar#kiat nikah dapat
dinikmati bersama baik oleh suami maupun oleh. iSteisuai dengan tujuan
pernikahan dilangsungkan.

Untuk menjamin kepastian hukum, pemerintah telamgawirnya
dalam beberapa peraturan, diantaranya peraturag yariuang dalam
Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yangkerti Indonesia
dalam pasal 2 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam pas&m,No. 9 Tahun 1975
dan peraturan Mentri Agama No. 3 dan 4 tahun 1975.

Mengingat kondisi perubahan dinamika ruang dan wayang
semakin meningkat setiap hari, maka setiap peraikalerlu didaftarkan agar
pernikahan tersebut mempunyai kepastian hukum. Wdajujuan dari
diadakannya akta nikah adalah untuk mewujudkanrtket@ perkawianan
dalam masyarakat. Hal itu merupakan suatu upayay ydiatur dalam
perundang-undangan, untuk melindungi kesucian dateivat perkawinatf.

Selain itu akta nikah berfungsi sebagai alat perménkyang kuat
dalam melakukan perbuatan hukum sehari-hari madplam berperkara di
pengadilan. Selain itu akta nikah berfungsi untubmbuktikan keabsahan
anak yang lahir dari perkawinan, sehingga tanpayadakta, upaya hukum

ke pengadilan tidak dapat dilakukdn.

10 Zainuddin,op, cit him. 86
1 Ahmad Rofig,op, cit him. 107.
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Pemerintah mengatur tentang pencatatan perkawidataha sesuai
dengan tujuani hukum Islam dengan metodaslahah Meskipun secara
formal tidak ada ketentuan ayat atau sunnah yangemetahkan pencatatan
(perkawinan), namun karena kandungan mashlahateyalas dengan
tindakan syara’ yang ingin mewujudkan kemashlahatan manusia. Denga
demikian dapat ditegaskan bahwa pencatatan per@awimerupakan
ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan skinua pihak karena
memiliki landasan yang kokoh yaitnaslahah

Di samping hal tersebut di atas, juga perlu dip@taa tentang
magashidus syari'aftujuan hukum) dalam Islam. Dalam konseagashidus
syari’ah diharapkan segala sesuatu yang dikerjakan matidalalepas dari
kemashalahatan (kebaikan) manuisia itu sendiri danusia di sekitarntya
atau disebut dengamaslahah al ‘ammahOleh karena itu, segala sesuatu
yang dapat menimbulkakemudharatardari perkawinan itu harus dihindari
sebagaimana Rasulullah melarang sesuatu yang makenikemudharatan
(keburukan) bagi diri sendiri maupun terhadap ofang

Perkawinan yang tidak tercatat akan menimbulkaryddamudharat
(keburukan) bagi pasangan suami isteri maupun fagk lain yang terkait
dengan perkawinan tersebut. Sehubungan dengan dmsébtt, maka
persyaratan yuridis normativ seperti kewajiban raet&an perkawinan
adalah perbuatan yang sesuai dengan prinsip etikaniy bahkan sangat
dianjurkan karena membawa manfaat kepada semu#, gitratama bagi

kedua mempelai dan keturunannya kelak.
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Dari sini dapat dimengerti bahwa semua pernikahangyada
hendaknya didaftarkan. Mengingat begitu pentingmf@n pernikahan dalam
kehidupan sosial, sewaktu-waktu terjadi perselisiti@am kehidupan rumah
tangga, maka mereka dapat melakukan upaya hukua rgempertahankan
atau memperoleh hak masing-masing, hal itu dagmatkttkan melalui alat
bukti berupa akta nikah. Pasangan suami isteri yargatat perkawinannya
ibarat pengendara sepeda motor atau mobil yanly tetamiliki SIM (Surat
Izin Mengemudi), sehingga ia tidak perlu khawadiatsterjadi pelanggaran di
tengah perjalanan.

Jika pernikahan tidak di daftarkan maka adak adapdét negative
yang timbul, maka pernikahan tersebut tidak memaukgkuatan hukum
dan akan terjadi kerumitan dalam upaya hukum. MBabrang wanita yang
menikah dengan seorang laki-laki dan perkawinaniyak dicatatkan di
Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Kantor Catatpit $CS), apabila
suaminya lalai atau mengabaikan kewajibannya, keanuadgin melakukan
tuntutan terhadap suaminya untuk memenuhi kewajymardi pengadilan
(Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun l16rtang Perkawinan)
atau akan menggugat suaminya di pengadilan karelzdn tmelakukan
penelantaran (Pasal 9 Undang-Undang No. 23 Tahudd 2@ntang
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRTRa naa akan
mengalami kesulitan karena tidak adanya bukti dtetgntang adanya

hubungan hukum berupa perkawinan antara dia danisya. Dari sini jelas,
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bahwa yang menjadi korban atau pihak yang dirugi&kibbat perkawinan
yang tidak tercatat adalah pihak wanita.

Pasangan suami isteri yang mempunyai anak, sedangka
perakwinannya tidak dicatatkan kemudian merekaningiembuat akta
kelahiran anaknya di Kantor Catatan Sipil maka aksmgalami kesulitan
karena salah satu kelengkapann administrasi yang ligpenuhi adalah foto
kopi Kutipan Akta Nikah orang tuanya. Bagi pasangaami isteri yang tidak
mempunyai Buku Nikah, Kantor Catatan Sipil akan embitkan Akta
Kelahiran anak tanpa mencantumkan nama bapaknygandakta tersebut.
Penerbitan akta kelahiran seperti itu, sama deradda kelahiran seorang
anak yang tidak mempunyai ayah atau anak di lueahnikarena hanya
dinisbahkan kepada ibunya. Berbeda halnya dengarkakahiran anak yang
perkawinan orang tuanya dicatatkan, maka nama kedarsg tuanya akan
tercantum di dalam akta kelahiranriya.

Pasangan suami isteri yang tidak memiliki Buku [MNikkarena
perkawinan mereka tidak dicacatkan, yang akan rokbak perceraian di
pengadilan, maka memerlukan proses yang lebih @anig@ada orang yang
memiliki Buku Nikah. Sebab sebelum pemeriksaanl-dalil yang menjadi
alasan untuk bercerai, pengadilan terlebih dahltanamengumumkan
melalui media massa sebanyak 3 (tiga) kali dalamygang waktu 3 (tiga)
bulan, minimal satu bulan setelah pengumuman terpkhgadilan baru akan

memeriksa status perkawinannya, apakah sah atau. tépabila dalam

12 1dris Ramulyopp, cit HIm. 164-165
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proses pemeriksaan ternyata perkawinan mereka tedghenuhi syarat dan
rukun perkawinan, maka perkawinan mereka akanbdiksan (Pasal 7 ayat
(3) huruf a Kompilasi Hukum Islam). Apabila tidakemenuhi syarat dan
rukun perkawinan, maka gugatan atau permohonankmermetuk bercerai
tidak diterima oleh pengadilan karena di anggapurbelpernah terjadi
pernikahan, sederhananya.

Dengan adanya peraturan, fungsi dan tujuan pemdafigernikahan
di negara kita maka bagi suami istri akan mempukgpastian hukum yaitu
jika pernikahan tersebut mempunyai syarat-syaratirddtrasi yang telah
diatur oleh UU. No. 1 Tahun 1974 serta peraturdakganaannya dalam PP
No. 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mentri Agama Noag 4 tahun 1975.
Akta nikah tersebut dapat dimanfaatkan sesuai aetugaan pernikahan.

Berkenaan dengan hal di atas perkawinan yang sdahagerkawinan
yang memenuhi syarat yang diatur dalam pasal 2 mptdang No. 1
Tahun 1974. Undang-undang ini menegaskan bahwaaweran yang sah
adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum mgasiasing agama
dan kepercayaan, serta dicatatkan menurut perapgaimdang-undangan
yang berlaku. Pencatatan perkawinan dalam prakéknyata belum
memasyarakat di tengah pergaulan hidup di masyarakd ini terbukti
masih adanya praktek perkawinan yang tidak dicB®mcatatan perkawinan
pada dasarnya tidak disyari’atkan dalam agama IsMamun dilihat dari

segi manfaatnya, pencatatan perkawinan sangatukpar
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Melihat suatu kenyataan, bahwa suatu perkawinaak tidelalu
langgeng. Tidak sedikit terjadi perceraian, yangyeésaiannya berakhir di
pengadilan. Apabila perkawinan itu terdaftar di tamrJrusan Agama dan di
samping itu juga mendapat akta nikah, maka untukyelesaikan kasus
perceraian itu lebih mudah mengurusinya. Berbeddikgptidak tercatat dan
tidak ada akta nikah, maka pengadilan agama tidak mengurusinya karena
perkawinan itu dianggap seolah-olah tidak pernghade

Sekiranya hal semacam ini dibiarkan, maka banyangryang
melakukan akad nikah di bawah tangan. Sebagaiomgk apabila terjadi
perselisihan tidak dapat diajukan kepada pengadgama.

Apabila dilihat dari aspek keagamaan semata, rpaka@kahan sudah
dipandang sah, sesudah memenuhi syarat dan rukah.nDampak di
belakang hari sekiranya terjadi perselisihan yaegjorus kepada perceraian,
kurang dipikirkan dan dipertimbangkan, sehingggatiiah ketidakadilan ,
karena ada pihak yang dirugikan.

Sejak diundangkan UU No. 1 Tahun 1974, kekhawatiyang
disebabkan di atas sedikit banyaknya sudah daptdsili karena sudah ada
perangkat hukumnya, terutama bagi umat Islam. Berkadengan hal
tersebut, diharapkan setiap orang yang akan melaggan perkawinan agar
tidak hanya mementingkan aspek agama saja, tetgpiperlu diperhatikan
aspek-aspek keperdataannya secara seimbang. Ramcgiarkawinan
merupakan usaha pemerintah untuk mengayomi masyaralemi

terwujudnya ketertiban dan keadilan. Apabila peikaw sudah tercatat,
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maka pegawai pencatat nikah (PPN) akan mengeluaki@nnikah sebagai
bukti jaminan hukum pasangan suami isteri.

Selain demi terjaminnya ketertiban akta nikah ligpnakan untuk
mendapatkan hak-hak, dan terlepas dari perasakgiagu-raguan, kelalaian
serta saksi-saksi yang cacat secara hukum. Pemcgparkawinan hanya
bersifat administratif tetap harus dianggap penkiaiggna melalui pencatatan
perkawinan tersebut akan diterbitkan buku kutip&ta anikah yang akan
menjadi bukti otentik tentang dilangsungkannya ablperkawinan yang sah

Dari pemaparan di atas, penulis memandang bahwantkeain
pencatatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 2(3yaJndang-Undang
No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, merupakarydma sangatirgen
karena dapat memberikan jaminan perlindungan damasten hukum
terhadap perkawinan dan memberikan jaminan keéertdalam kehidupan
bermasyarakat. Oleh karena itu, ketentuan Pasalyé? &) tersebut,
mempunyai fungsi mengatur dan merekayasa interaksial dalam
masyarakat.

Bukti tulisan atau akta ini dalam perkara perdaerupakan bukti
yang utama, karena dalam lalu-lintas keperdataengskali orang dengan
sengaja menyediakan suatu bukti yang dapat dipk&iaiu timbul suatu
perselisihan, dan bukti yang disediakan tadi betulisan®?

Dalam masalah pencatatan perkawinan dengan buktindkah yang

diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.ahum 1974 tentang

13 Subekti,Hukum Pembuktignlakarta: PT Pradnya Paramita, 1995, him. 25.
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Perkawinan, penulis memandang pencatatan perkawieampakan hal yang
sangat baik dan bermanfaat karena dapat menjamiertikan dalam
kehidupan bermasyarakat. Di samping itu, karenaumukositif kita telah
menentukan bahwa satu-satunya bukti adanya per&awidgalah Akta Nikabh,

maka percatatan perwakawinan sangat perlu dilakukan

Analisis Akta Nikah Dilihat Dari Segi Kemaslahatan

Akta nikah sebagai bukti sahnya pernikahan merupaemikiran
luar biasa bagi perkembangan figih di Indonesia. t®ngah-tengah
terbelenggunya umat Islam dalam doktrin ulama salaf) enggan atau takut
untuk melakukan reaktualisasi hukum Islam (ijtihadHI seakan menjadi
titik tolak pengembangan hukum Islam secara nakiona

Pertumbuhan dan perkembangan yang menunjukkan direimika
pemikiran keagamaan dan menggambarkan benturanrberagama dengan
perkembangan sosial budaya di mana hukum itu tunbetiua hal tersebut
merupakan persoalan yang tidak pernah berhentadarpun dan kapan pun,
terutama dalam masyarakat-masyarakat religius yardang tumbuh
kembang.

Berbagai sisi negatif dari suatu perkawinan yadgktidicatat di atas,
metodemaslahahdiaplikasikan dalam rangka menceg@mafsadatan
Pasal 5 ayat 1 dan 2 tentang pencatatan perkawinan:
(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi maalat Islam setiap

perkawinan harus dicatat.
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(2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (Akulian oleh Pegawai
Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam undaaeng No. 22 tahun
1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954,

Pasal di atas merupakan hal yang baru karena delammologi figh
klasik tidak ditemukan adanya aturan pencatatakapgnan. Aturan ini
semata-mata hanya untuk menolak kemafsadatan bereg@awina yang
dilakukan dengan banyak wanita tanpa bisa terdessftsngga merugikan
pihak wanita dan anak-anaknya kelak. Adanya petaratperkawinan bisa
digunakan untuk mencegah perkawinan ‘liar yan@ldikan oleh laki-laki
karena tidak adanya dokumen atau status pernikgdragn secara hitam putih
mempunyai kekuatan hukum.

Dengan pencatatan perlawinan ini maka hak-hak dsin anak-anak
sudah jelas karena mempunyai kekuatan hukum sehisgwaktu-waktu
suami ingin menikah lagi harus ada pra syarat yaikni persetujuan isteri
pertama. Di samping itu, pencatatan perkawinan jugauk tertib
administrasi dan hukum. Dengan dicatatkannya penew maka dapat
menolak kemafsadatandan memperolehkemaslahatan Pasal ini dapat
menghindarkan akibat negatif yang lebih besar.

Selanjutnya yang berkaitan dengan pasal ini adzdahl 6 ayat 1 dan
2 yakni:

(1) Untuk memenuhi dalam pasal 5, setiap perkawhrams dilangsungkan

di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai PeNdatht

1 Departemen Agam#&ompilasi Hukum IslagBandung: Fokus Media, 2010, him. 8.
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(2) Pernikahan yang dilakukan di luar pengawasagaWwai Pencatat Nikah
tidak mempunyai kekuatan hukur.

Memperhatikan pasal di atas, dapat dipahami bahemcgtatan
perkawinan yang dilakukan di hadapan dan di bawedg@gwasan Pegawai
Pencatat Nikah tersebut adalah syarat administfatinya perkawinan tetap
sah karena standar sah tidaknya perkawinan adékttukan oleh norma-
norma agama yang bersifat dogmatis. Pencatatarawerdn di depan PPN
adalah ketika suatu saat kelak terjadi penylewergdeh salah satu pihak,
maka dapat dilakukan upaya hukum. Dengan adanysaoaperkawinan
maka upaya hukum ini akan mempunyai bukti-bukthttkedan sah. Ini tentu
mencegah terjadinya kerusakan pengurangan hakdtak satu pihak yang
tanpa adanya pencatatan bisa hilang sama sekali.

Misalnya terjadi perceraian tetapi tidak mempuriy#iti otentik, dan
salah satu pihak kehilangan hak kepemilikan hagtadma, maka tidak bisa
memperoleh hak tersebut karena tidak mempunyaii mikhtik dan sah.
Untuk itu Kompilasi Hukum Islam lebih lanjut mengadalam pasal 7 ayat
1, 2, dan 3 tentang Akta Nikah:

(1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan AkkalNyang dibuat oleh
Pegawai Pencatat Nikah.
(2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikangien Akta Nikah, dapat

diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

15 Ibid, him. 8
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(3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke PengadNgama terbatas mengenai
hal-hal yang berkenaan dengan:
(a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaiarezgan.
(b) Hilangnya Akta Nikabh.
(c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya sakthh syarat
perkawinan.
(d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlggudndang-Undang
No. 1 tahun 1974 dan;
(e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yangktideempunyai

halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. LiTa874%

Disamping hal-hal di atas, manfaat pencatatan peniea di hadapan
PPN dengan dibuktikan akta nikah dapat menjadi apgyeventif
menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atanyipgangan syarat dan
rukun-rukun perkawinan baik menurut hukum agama puwauperundang-
undangan. Secara lebih detail pencatatan perkawak@am memberikan
manfaat, diantaranya;pertama, memelihara ketertiban hukum yang
menyangkut kompetenselative dari PPN.Kedug menghindari terjadinya
pemalsuan atau penyimpangan hukum lainnya, sepaetititas calon
mempelai dan status perkawinan mereka, termasukirkgkman terjadinya

perbedaan agama yang mereka anut. Belum lagi depgaralsuan umur

18 Ibid, him. 9
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sehingga terjadi kawin muda yang menjadi pemicicgraran di beberapa
Pengadilan Agam¥.

Penggunaammaslahah dalam mengharuskan adanya bukti otentik
berupa akta nikah, maka akan membawa kemaslahagin unat Islam
khususnya dalam bidang hukum keluarga. Ini akan efibara tujuan
syariat’ (maqashid al-syari'ap

Dengan demikian, aplikasi metodeslahahdan kaidah figih lainnya
dalam pembuktian perkawinan yang berupa akta nikatu sangat besar
pengaruhnya dalam pengembangan dan pembaharuamm higtam di
Indonesia. Dengan ini maka akan ada upaya untuékulehn inovasi seiring
perubahan dinamika ruang dan waktu.

Sebagian masyarakat Islam masih ada yang memabemkawinan
sudah dianggap sah apabila syarat dan rukunnyategi@enuhi, tanpa adanya
akta nikah. Kondisi seperti ini akan menimbulkarakpek dari sebagian
masyarakat tanpa melibatkan Pegawai Pencatat Niglaagai petugas resmi
yang diserahi tugas pemerintah. Belum lagi apabitla oknum yang
memanfaatkan untuk mencari kesenangan, tanpa meémipgngkan sisi
nilai keadilan yang merupakan misi utama dalam geikan. Akta nikah
selain sebagai bukti otentik suatu perkawianan jugmiliki manfaat sebagai
jaminan hukum dan mendapat perlindungan hukdm.

Akta nikah juga berguna untuk membuktikan keabsadnaak dari

perkawinan itu. Upaya hukum seperti ini tidak dagitkukan apabila suatu

7 A. Rofig, op, cit.him. 116-117.
'8 bid, him. 117



68

pertkawinan tidak dibuktikan dengan akta nikah.ca¢stan perkawinan pada
hakikatnya berujuan untuk memberikan kepastian mitindungan hukum

bagi kedua belah pihak (suami isteri), termasukakgan dan perlindungan
hukum terhadap akibat yang ditimbulkan dari perkaniitu sendiri, yaitu

tentang hak dan kewajiban masing-masing secaralibaik, tentang anak-

anak yang dilahirkan, dan hak-hak anak berupa am@rdari orang tuanya
kelak™

Sekalipun pada awalnya hukum Islam tidak mengemacatatan
perkawinan dan akta nikah, akan tetapi mengingatiggnya pencatatan
perkawinan pada masa sekarang ini sebagaimana dgiaskan di atas,
maka ketentuan tentang pencatatan perkawinan dam#éah sebagaimana
yang diatur dalam UU No. 1/1974 maupun KHI tidaktéetangan dengan
tujuan hukum Islan??

Sisi tidak bertentangan dengan tujuan hukum Islamulis dasarkan
pada kemaslahatan yang keberadaannya diakui okela’syesuai dengan
konsep maslahahyang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya, enuli
kategorikan kemaslahatan yang terkandung dalamnétda dalammaslahah
mu’tabarohdan maslahah mursalah.

1. Maslahah mu’tabaroh
Maslahahyang diakui secara eksplisit olalgara’ dan ditunjukkan
oleh dalil fash) yang spesifik. Disepakati para ulama bahwa jalis

maslahah ini merupakan hujjah syari'yah yang valid dan otentik.

19 Zainuddin,op, cit him. 29.
%0 Martiman Prodjo HamidjojoTanya Jawab Mengenai Undang-Undang dan Peraturan
PelaksanaanJakarta: Pradnya Paramita, 1991, him. 50.
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Disamping itu juga merupakan manifestasi organik gais al maslahah
ini adalah dengan menggunalg@iyas.

Qiyas dalamisyarat untuk menuliskan transaksiu’amalahyang
disebutkan dalam al-Quran surat al Bagarah ayatya8g telah dijelaskan
sebelumnya. Apabila transaksi muamalah saja hangatatl maka
mencatatkan akad perkawinan sebagai sebuah ikatanluat, ikatan suci
(mitsagan galidhpmestinya lebih utama dan lebih penting. Bahwd aya
bukan berbicara tentang persoalan pencatatan mitalah benar adanya.
Maslahah pada ayat ini adalah untuk menghindari agar ssdin pihak di
kemudian hari tidak mengingkari apa-apa yang teleepakatinya atau
mengingkari perjanjian yang telah dilakukannya dengihak lain.

Qiyas menurut bahasa berarti “mengukur sesuatu dengsumatse
yang lain untuk diketahui adanya persamaan antadamdnya”. Menurut
istilah ushul figh giyas adalah menghubungkan (menyamakan hukum)
sesuatu yang tidak ada ketentuan hukumnya dengauatseyang ada
ketentuan hukumnya karena ada persani@drantara keduanya.

Berdasarkan definisi bahwagiyas adalah mempersamakan hukum
suatu peristiwa yang tidak ada nashnya dengan hskatu peristiwa yang
ada nashnya karena persamdltat. Dalam giyas ada standarisasi yang
harus dipenuhi, yang disebut dengan rukun dfias:

1. Al-ashl sumber hukum yang berupa nash-nash yang mergelask

tentang hukum, atau wilayah tempat sumber hukum.

ZAmir Syarifudin, him. 233
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2. Al-far’, sesuatu yang tidak ada ketentuannya dan hendatalui
hukumnya melalui giyas terhadap hukum asalnya.
3. Al-illat, alasan atau pokok yang menjadi landasan giyas
4. Al-hukmy hukum yang dipergunakan giyas untuk memperludsirnu
dari asal ke far'u (cabandj.
Terkait dengan akta nikah untuk lebih detailnyagsps analogi
penulis paparkan sebagai berikut:

a) Al ashlu

0N A P oS )Y oJolm EESY To
AAVCEOXAOrexs X ORNO TBHXMVARCOIL @7
G+OBO0Y 1WwnRAYOM XOEERY IxccHON

€CRHEEEs Ba a0
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kameunu'amalah tidak
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendakiamu
menuliskannya.(QS. Al-Baqoroh 282)

Akad nikah bukanlalmu’amalahseperti pada umumnya akan tetapi
merupakan perjanjian yang sangat kuatitgagon gholidzp seperti
disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 21:

0L €00 CE€O®ION0DBoivey RI-MOXIEH @
HOEERO I35 HUrDeE ORGS0
IR P I Yk dm [88 R Y RALD ¢
EXVD A CO0ONEHXKIN . OQOeFOQHE
Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kemlip@dahal sebagian
kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang laiagaesuami-
isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengdndari kamu
perjanjian yang kuat.(QS. al-Nisa 21)

22 Abu Zahro,op. cit.him. 351-352.



71

Apabila akad hutang piutang atau hubungan kerjay yam harus
dicatatkan, mestinya akad nikah yang begitu luagung, dan sakral lebih
utama lagi untuk dicatatkan.

b) Al far'u

Hukum pencatatan perkawinan tidak ditemukan daldn@Quran
maupun al hadits. Bahkan masalah ini kurang mendagdatian serius
dari ulama figh walaupun ada ayat al Quran yangghnendaki untuk
mencatat segala transaksi'amalah
c) Alillat

lllat adalah sifat yang terdapat dalam hukum asal, dipsébagai
dasar hukum yang dengdfat itu dapat diketahui hukum cabanfgr(r’),
illat dari pencatatan hutang piutang adalah bukti kéapsperjanjian atau
transaksmu’amalah(bayyinah syar’iyah
d) Al hukmu

Hukum yang terdapat padh ashluadalah sunnah karena al-Qur'an
yang menganjurkan untuk mencatat segala bentulsakanmu’amalah
seperti pada surat al-Bagarah ayat 282, yang mekkam perintah
mencatat perihal hutang-piutang. Kalimhal adalah kalimat anjuran yang
menekan, dan setiap anjuran dalam kaidah figih ahdasunnah.
Kesimpulannya bahwa hukum pencatatan perkawinanaladaunnah
muakkadsebagaimana hukum pencatan dalam akad hutanggiuta

2. Maslahah Mursalah
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Maslahahyang tidak diakui secara eksplisit olepara’ dan tidak
pula ditolak dan dianggap batil oledyara’, tetapi masih sejalan secara
subtantif dengan kaidah-kaidah hukum yang univéfsBlari pengertian
tersebut, maka akta nikah termasuk dataaslahah mursalatkarena akta
nikah merupakan suatu hal yang tidak secara tegairdahkan oleh
syara’ akan tetapi kemunculannya pun tidak ditentang slgra’, sebab

pada akta tersebut mengandung banyak kebaikan.

Pencatatan perkawinan merupakan perbuatan hukum panting
karena akan menjadi bukti bila pada perjalananmyg@di pengingkaran
tentang adanya perkawinan. Bila transaksi jual ®ak harus dicatat dalam
hukum Islam, apalagi perkawinan yang akan banyakimimlkan hak dan
kewajiban, tentu memerlukan pencatatan pula.

Pernikahan yang telah dilakukan pada masa lalh, gabelum adanya
ketentuan ini yakni pernikahan yang dilakukan tamuanya pencatatan
perkawinan. Suatu hal yang harus dipahami, bahiusmdeQuran dan hadis
sangat terbatas, sementara tingkah laku manusiaksenmari semakin
beragam, dan peristiwa hukum dari hari ke hari g&maanyak bermunculan
dan variatif, sementara aturan hukum yang menggdubelum ada. Maka
untuk mengatasinya perlu adanya ijtihad. Di makabalum ada ketentuan
pencatatan perkawinan dikarenakan pada masa iumbelirasakan arti
penting dari akta, disamping tingkat keberagamaam aianah terhadap

lembaga perkawinan cukup tinggi, dan tingkat peswehgan relatif kecil.

 Asmin, op, cit.him. 130.
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Sementara untuk kondisi sekarang, tidak mungkini Isgpbuah
perkawinan dilangsungkan tanpa adanya pencatataamyaR sekali
penyelewengan yang telah dilakukan, di mana koneekinya adalah ada
pihak tertentu yang akan dirugikan. Oleh karenaumiuk mengantisipasi
semua kemudharatan yang akan timbul, perlu dibtaamaturan yang
mengikat sehingga semua bentuk kesewenang-wenadgaat dihindari
semaksimal mungkin.

Pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akt&awinan
sekali pun secara formal tidak ada ketentuan ayati aunnah yang
memerintahkannya, akan tetapi kandungaaslahatnyabesar sekali dan
sejalan dengan ketentuasyara’ yaitu mewujudkan kemaslahatan dan
mencegah segala kemadaratan. Hal ini sesuai juggdeyaidah.

sladd Js Je 238 G s

Artinya: menolak mafsadat (kerusak/an) lebih didahulukan dari pada
mendatangkan kemaslahatdn.

Pencatatanperkawinan menjadi suatu keharusan yang dilakukan
karena membawa kemaslahatan yang lebih besar Ibagi islam. Dalam
kaidah figh dinyatakan:

Lolall g5 tl.,,al\ >
Artinya: “menarik kemaslahatan dan menolak kemaiaar’.

Ulama ushul figh mengklaim bahwa apabila ada atim@um yang

dibuat manusia yang jelas akan kemaslahatannyatidak bertentangan

dengamash ia dapat disebut bagian dari hukum itu serfdiri.

24 A. Djazuli, Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Malsa¥lasalah yang
Praktis Jakarta: Kencana, 2007, him. 29.
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Dalam setiap tindakan seorang muslim itu tidak bboferugikan atau

dirugikan oleh orang lain, sebagaimana diungkateln hadis:

-

ale B Jo & 0325 06 106 e o 2 s Se o2 i s o2
St Y5 57 ¥ ke

Artinya: “Jangan menyakiti orang lain tanpa seljabhgan menyakiti orang
lain karena sebald®

Hadis di atas mengandung makna bahwa ada keseiarbaatgu
keadilan dalam berperilaku serta secara moral mekksn mulianya akhlak
karena tidak mau menyakiti orang lain tetapi juigiak mau disakiti orang
lain.

Dalam pandangan hukum Islam, pemerintah atau psagua
dibenarkan membuat segala jenis peraturan terutaemgenai hal-hal yang
tidak diatur secara tegas dalam al-Quran dan Haé€jéaih tidak bertentangan

dengan kedua nash tersebut. Menurut ajaran Islanmtge atau aturan

penguasa wajib untuk ditaati sebagaimana firmaahAdlalam surat an-Nisa’

ayat 59:
OxCQ LA Lo ¢ O&e@08% 060
AP S BARDONCON BXVORGGIL~@7
0RO X B3-ORD0opcOl e

B OHAECYE B OIsT Do e @B HOANLI 60
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatlah &g Allah dan taatlah
kepada Rasul dan ulil amri dari (kalangan) karffu”.

Kata ulil amri, dari segi bahasali adalah bentuk jamak danaliy

yang berarti pemilik atau yang mengurus dan meraggu8gdangkan kata-

% A. Djazuli, op. cit him. 27

% Muhammad bin Yazid Al QozwiniSunan Ibnu MajahBeirut-Libanon: Dar al Fikr,
1995, him. 784.

" Departemen Agamap, cit him. 128.
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amr adalah perintah atau urusan. Dengan demikidramri adalah orang-
orang yang berwenang mengurus urusan kaum méSlim.

Ahmad Musthafa al-Maraghi menjelaskan yang dimakdedgan
“Ulil Amri” adalah pemerintah (Pemimpin), baik pemerintahapasaupun
memerintah dibawahnya, dimana tugasnya adalah nferelkemaslahatan
umat manusia. Dengan demikian aturan-aturan yamgatioleh pemerintah
untuk kemaslahatan manusia wajib ditaati selamamtaturan tersebut tidak
bertentangan dengan al Quran dan hadis. Oleh k#@reaturan-aturan yang
dibuat oleh pemimpin yang ahli dalam agama wajiaadi, sedangkan aturan-
aturan yang bertentangan dengan hukum Allah damulieas tidak perlu
ditaati”®

Dengan demikian yang dimaksud dengaiil“Amri Minkunm’ adalah
pemimpin-pemimpin yang diangkat oleh masyarakatsguadiri atau yang
dinobatkan sebagai raja, untuk mengatur kehidupasyamakat. Aturan-
aturan yang dibuat oleh pemimpin atau raja untukdstahatan manusia
harus ditaati, selama aturan-aturan itu tidak be&tegan dengan Al-Quran
dan Sunnah. Aturan-aturan yang dimaksud adalah ydibgat oleh
pemenitah/raja, atau aturan-aturan yang dibuat dezhbaga-lembaga
tertentu/para ulama yang kemudian dijadikan sebagdiijakan dalam
pemerintahannya. Kalau dilihat dari ilmu ushul fifjlbman Allah tersebut di
atas mengandung awimr (perintah), yaitu perintah untuk mentaati Allah,

mentaati Rasul dan mentaati pemimpin.

28 M. Quraish ShihabTafsir Al-Mishbah Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2000, him. 460.
29 Ahmad Musthafa Al-MaraghiTafsir Al-Maraghi Jiilid 2 Juz 5, Makkatul Mukaramabh:
Al-Maktabah At-Tijariyah, him. 72.
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Ayat ini secara tegas, disamping memerintahkan aa¢infAllah dan
Rasulnya, juga memerintahkan agar mentaati peraftaag ditetapkan oleh
ulil amri (pemerintah, penguasa). Ketaatan kepaghaegpintah ini hukumnya
wajib. Hanya saja ketaatan itu bukan tanpa batastidak bersifat mutlak.
Ketaatan disini terbatas hanya terhadap peratuesmepntah yang tidak
membawa kepada kemaksiatan. Ada sebuah ungkapan Haedah fikih:

s Lol Lt e o sy Dt
“Kebijakan imam (penguasa) atas rakyatnya berganpaaa maslahah”.

Jadi ada kewajiban bagi rakyat untuk mentaati pgrimnya selama
kebijakan tersebut adalah untuk kemaslahatan naygat Berdasarkan
penjelasan di atas dapat dipahami bahwa untuk &bsekarang, pencatatan
perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah nmrgasuatu yang sangat
penting dan mutlak sifatnya.

Menyempurnakan akad nikah adalah wajib, namurdaktsempurna
tanpa adanya pencatatan. Oleh sebab itu pencafdtawinan pun

hukumnya wajib. Seperti dalam kaidah di bawah ini.
31 . N
u}b).@.B‘UYlu}\jMv:gyu

Artinya : Sesuatu yang kewajiban tidak bias semgw@cuali dengannya
maka sesuatu tersebut juga wajib hukumnya.

Banyak sekali kemaslahatan yang tercapai dengamyagsencatatan
perkawinan. Bahwa ada perbedaan pendapat tentasglahapencatatan

perkawinan ini adalah sesuatu yang lumrah, karesrgoplan ini berada

%0 Abd. Rohman bin Abi Bakr al-Sayuthi)-Asybah wa al-NadhajrBeirut-Libanon: Dar
Al Kutub Al Alamiyah, 2008, him. 269.
3L A. Djazuli, ,op. cit him. 32.
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dalam koridorjtihad yang tentunya kebenarannya bersifat relatif, d&tapi
kita berkewajiban untuk mencari mana yang palingae&ati kebenaran.

Dalam hukum perkawinan karena perubahan dan tumaatanan juga
dengan pertimbangan kemaslahatan, telah dibuatratyang mengatur
perkawinan dan pencatatannya. Hal ini dilakukan ukintketertiban
pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat, adanyasti@p hukum, dan
untuk melindungi pihak-pihak yang melakukan perkeawi itu sendiri serta
akibat dari terjadinya perkawinan, seperti nafksteri, hubungan orang tua
dengan anak, kewarisan, dan lain-lain.

Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengkta nikah,
apabila terjadi perselisihan di antara sumai istdeu salah satu pihak tidak
bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakuk@yas hukum guna
mempertahankan atau memperoleh haknya masing-mdsangna dengan
akta nikah suami isteri memiliki bukti otentik atpsrkawinan yang terjadi
antara mereka. Perubahan terhadap sesuatu ternrestiii4si perkawinan
dengan dibuatnya undang-undang atau peraturanyégimaalah merupakan
kebutuhan yang tidak bisa dihindarkan dan bukanases/ang salah menurut
hukum Islam.

Oleh sebab itu untuk menjaga keutuhan perkawinperldikan bukti
yang kuat berupa akta nikah, jika sewaktu-waktjadermperselisihan dalam
rumah tangga, maka akta nikah tersebut sebagaii mikntik yang
mempunyai kepastian hukum yang kuat dan dilindatg/h undang-undang.

Banyak sekali kemaslahatan yang tercapai dengamyadgencatatan
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perkawinan. Ada perbedaan pendapat tentang masateatatan perkawinan
ini adalah sesuatu yang lumrah, karena persoalabemnada dalam koridor
ijtihad yang tentunya kebenarannya bersifat dinamis splslielatif. Akan
tetapi kita berkewajiban untuk mencari mana yandingamendekati
kebenaran yang tentunya juga mendatangkan kemtsiaha

Akad nikah bila dilihat dari sisi penyamaaiba’i maka pencatatan
nikah masuk dalammaslahah mu'tabarohSedangkan jika ditinjau dari
fungsi akta nikah yang dapat menjadi landasan legaial aktifitas sebagai

warga Negara maka masuk dalaraslahah mursalah.



